BABII
MUZARA’AHDALAM ISLAM
A. Definisi Muzara’ah

Secara etimologi, Muzara’ah diambil dari kata Az-zar’a, yang berarti
menaburkan benih ke dalam tanah atau menanam. Dalam Ensiklopedia
Hukum Islam disebutkan muzara’ah adalah kerjasama di bidang pertanian

antara pemilik lahan dan penggarap'.

Ulama golongan Malikiah mendefinisikannya perserikantan dalam
pertanian. Menurut golongan Hanabilah, bahwa muzara’ah adalah
penyerahan lahan pertanian yang kepada seorang petani untuk diolah dan
hasilnya dibagi berdua. Golongan Syafi’iyah membedakan antara
mukhabarah dan muzara’ah. Mukhabarah didefinisikan dengan pengolahan
tanah oleh petani dengan imbalan bagi hasil pertanian dan bibitnya
disediakan oleh petani. Sedangkan muzara’ah sama dengan mukhabarah

tetapi bibitnya disediakan oleh pemilik lahan®.

Dari beberapa definisi diatas, dapat diketahui bahwa muzara’ah

merupakan kerjasama antara pemilik lahan dengan dengan penggarap, dalam

! Abdul Azis Dahlan (Ed), Ensiklopedi Hukum Islam, cet. 1, (Jakarta:PT. Ichtiar Baru Van Hoeve,
1997), 75.
? al-Khatib asy-Syarbini, Mugni al-Muh taj, (BeirGt: Dar al-Fikr, IT) , 323-324.
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hal ini adalah petani, dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut

kesepakatan bersama.
B. Muzara’ah pada masa Rasulullah SAW dan Sahabat

Praktek muzara’ah sudah ada sejak jaman Rasulullah Saw dan para
sahabat, Pada masa awal Kekhalifahan menunjukkan sebagian besar
masyarakat menyerahkan tanah mereka untuk digarap dengan sistem
muzara’ah. Terutama bagi meraka yang bertugas mempertahankan Negara
atau tugas kemasyarakatan lainnya (pekerja sosial). Mereka menyerahkannya
kepada petani karena perhatian mereka tercurah sepenuhnya untuk mengabdi
kepada masyarakat sehingga mereka tidak punya waktu untuk mengolahnya
sendiri. Terdapat banyak bukti yang menunjukkan hubungan antara pemilik
tanah dan petani itu sangat baik, bersahabat dan tidak ada unsur pemerasan
atau yang lainnya’. Pemilik lahan dan petani adalah pasangan untuk bekerja
sama dan menjalankan usaha, maka keduanya terikat dalam sebuah perjanjian
pengolahan. Karena itu bentuk pengelohan tanah dengan sistem muzara’ah
dapat meminimalkan pelanggaran hak atas orang lain dan di dalamnya
terdapat unsur saling tolong menolong dan persaudaraan antara pemilik lahan

dan petani penggarap”.

* Afzalur Rahman, 1995, Economic Doctrines of Islam, (Doktrin Ekonomi Islam), alih bahasa Soeroyo
dan Nastangin, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1), 264.
* Ibid., 11 : hal. 265.
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Dengan cara muzara’ah keluarga Umar, Usman, Ali dan beberapa
keluarga Muhajirin yang lain memenuhi kebutuhan keluarga meraka.
Rasulullah SAW juga mempekerjakan orang Yahudi dari penduduk Khaibar

dengan sistem bagi hasil.
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Dari Abdullah, dari Nafi’ sesungguhnya Abdullah I[bnu Umar RA
bahwasanya Rosululloh SAW pernah memperkerjakan penduduk khoibar dengan

memperoleh setengah dari hasilnya berupa buah dan tanaman. (H.R Bukhari)’

Dalam shahih Bukhari disebutkan bahwa para sahabat menyerahkan
sebagian tanahnya untuk digarap dengan sistem bagi hasil. Seperti yang
disebutkan bahwa penduduk madinah menyerahkan tanahnya untuk dikelola

dengan sistem bagi hasil kepada para Muhajirin.

> Al-Bukhéri, 1987, Sah ih al-Bukhdri, tahqiq oleh Mustafa Dib Al-Baga. Cet. 3, (Beirtt: Dar Ibn
Kasir, IT) , 821.
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C. Dasar hukum muzara’ah
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“Kami adalah penduduk anshar yang paling banyak kebunnya, ada salah seorang
dari kami menyewakan tanahnya, kemudian dia berkata: ‘sebidang tanah ini
untukku dan sebidang tanah ini untukmu’, maka terkadang satu bidang
mengeluarkan tanaman(berhasil) dan sebidang yang lain tidak mengeluarkan

tanaman (gagal), maka Nabi shollallohu ‘alaihi wa sallam melarang mereka.” (H.R
Bukhorif
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Dari ibnu Abbas RA “Sesungguhnya Rosululloh sollallohu ‘alaihi wa sallam tidak
melarangnya hanya saja beliau bersabda: “Jika salah seorang kalian memberi
kepada saudaranya itu lebih baik baginya daripada ia mengambil imbalan
tertentu.(H.R Bukhari)’

® Musthafa Abdul Qadir ‘atha, Sarh Ibnu Bathal ‘ala Shahih Bukhari, (Libanon: Darul Kutub Al
Ilmiyah 2003), 388.
7 Ibid, 156.
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Dari Abu Hurairah RA, Bersabda Rasulullah SAW “Barang siapa yang mempunyai
tanah, hendaklah ia menanaminya atau hendaklah ia menyuruh saudaranya untuk
menanaminya.’(H.R Bukhari)’

D. Muzara’ah dalam Perspektif Islam

Ada dua golongan pemikiran yang muncul dikalangan ahli figh
mengenai keabsahan dalam sistem muzara’ah. Satu golongan mendukungnya
dan menganggapnya boleh sementara golongan pemikiran lainnya mengecam

sebagai bentuk yang tidak sah.
1. Pendapat yang tidak memperbolehkan.

Imam Abu Hanifah dan Zufar Ibnu Qaiz al-Kuffi(ahli figh golongan
hanafi) bahwa muzara’ah tidak diperbolehkan, menurut mareka akad
muzara’ah dengan bagi hasil seperti sepertiga, seperempat, setengah
hukumnya batal. Imam Syafi’i juga berpendapat bahwa akad muzara’ah tidak
sah , hanya ulama golongan Syafi’i berpendapat bahwa akad muzara’ah itu

sah apabila muzara’ah diikuti dengan musaqgah(kerjasama pemilik lahan

8 Ibid, 290
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dengan petani penggarap dalam mengelola pepohonan yang ada di kebun itu,

yang hasilnya nanti dibagi menurut kesepekatan bersama).

Misalnya, apabila terjadi kerjasama dalam pengolahan perkebunan,
kemudian ada tanah kosong yang bisa dimanfaatkan untuk muzara’ah. Maka
menurut ulama golongan Syafi’i, akad muzara’ah boleh dilakukan tapi akad

ini tidak berdiri sendiri, harus mengikuti pada akad musagah.’

Alasan Imam Abu Hanifah, Zufar Ibnu Hudail dan Imam Syafi’l
adalah sabda Rasulullah SAW yang melarang melakukan mukhabarah.
Dalam riwayat Sabit Ibn Ad-Dahhak di kemukakan bahwa Rasulullah
melarang muzara’ah. Menurut mereka, objek akad dalam muzara’ah belum
ada dan tidak jelas kadarnya. Karena yang dijadikan imbalan untuk petani
belum ada dan belum jelas ukurannya, sehingga keuntungan yang akan dibagi
sejak semula tidak jelas. Bisa saja pertanian tidak menghasilkan maka petani
tidak akan mendapat keuntungan/imbalan. Objek akad yang bersifat tidak
ada dan tidak jelas inilah yang menjadikan akad ini tidak sah. Adapun
perbuatan Rasulullah dengan penduduk Khaibar bukanlah termasuk akad
muzara’ah, melainkan alkharaj al-muqgassamah, yaitu ketentuan pajak yang

harus dibayar petani dengan prosentase tertentu.'’

2. Pendapat yang memperbolehkan.

® ITmam Muslim, tt, Sahih Muslim, (BeirGt:Dar Thya at Turas al-‘Arabi, III), 1174 dst.
* Ibid, 1175
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Ulama golongan Maliki, golongan Hambali, Imam Abu Yusuf dan
Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani(keduanya sahabat imam Abu Hanifah)
serta ulama golongan Zahiri berpendapat bahwa akad muzara’ah hukumnya
boleh, karena muzara’ah adalah akad kerjasama antara harta dan kerja, jadi
hukumnya seperti Mudharabah. Adapun alasan mereka berpendapat demikian
bahwa Rasulullah melakukannya dengan penduduk Khaibar. Yang hasilnya
dibagi antara Rasulullah dengan para pekerjanya, menurut mereka, akad ini
bertujuan untuk saling membantu antara petani dengan pemilik lahan.pemilik
lahan tidak bisa menggarap lahannya sedangkan petani tidak memiliki lahan.
Oleh sebab itu wajar apabila pemilik lahan bekerjasama dengan petani
penggarap dengan ketentuan bahwa hasilnya mereka bagi menurut

kesepakatan bersama.''

Al-Maududi salah satu yang mendukung sistem ini, setelah
mengemukakan hadis-hadis Rasulullah Saw, beliau menyimpulkan bahwa
sistem bagi hasil dalam pertanian itu dibolehkan. Sistem tersebut sering
dijalankan Rasulullah Saw dan para sahabat yang termashur pernah

menyerahkan tanah mereka untuk digarap demikian para khalifah.

Al-Jaziri dalam membahas masalah ini berpendapat untuk

menggabungkan kedua pendapat tersebut dan memilih salah satu yang lebih

! Muhammad ibn ‘Ali ibn Muhammad asy-Syaukani, , Nail al-Autar, (Beirat: Dar al-Jail 1973, VI), 7.
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bermanfaat dan berguna bagi masyarakat. Beliau membolehkan sistem ini
apabila didalamnya terdapat nilai-nilai keadilan, kesepakatan, kejujuran dan
niat baik dari kedua belah pihak untuk saling tolong-menolong, serta di
dalamnya tidak terdapat unsur penindasan, kesewenang-wenangan dan

perampasan hak.

Dari pendapat Al-Jaziri tadi dapat dinyatakan bahwa ada dua bentuk
muzara’ah, yaitu diperbolehkan dan tidak diperbolehkan, di mana ini
tergantung dengan kondisi masyararakat yang dapat dinilai dari segi manfaat

dan kebaikannya.'?

Pendapat yang banyak disetujui oleh para ahli figh adalah pendapat
yang kedua, dengan pemenuhan unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan dari

muzara’ah itu sendiri dan merupakan pendapat yang rajii(utama), karena:

a. Akad seperti ini termasuk dalam firman Allah SWT :

_e
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2 Abd ar-Rahman al-J aziri, tt, Kitab al-Figh ‘Al4 al-Maz ahib al-Arba ‘ah, (Beirtt: Dar al-Fikr, I1I) ,
20.
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“dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan
takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.
dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-
Nya” (Al-Maidah : 2)"”

b. Hadis-hadis yang menunjukkan larangan itu sesuai dengan kebutuhan dan
keadaan masyarakat pada saat itu. Orang-orang muhajirin tidak memiliki
tanah saat itu, karenanya Rasulullah memerintahkan kepada orang
Anshar untuk menghormati orang Muhajirin dengan memberikan
kemudahan pada mereka, hal ini dapat dilihat dari dari hadis yang di
riwayatkan oleh Muslim ibn Jabir : (hadis) barang siapa memiliki tanah
yang luas maka garaplah tanah tersebut atau memberikannya pada

saudaramu, jika kamu tidak mengolahnya maka ambillah tanah tersebut”

Larangan ini seperti larangan Rasulullah untuk menyimpan daging
kurban, dan menganjurkan untuk menyedekahkannya, tapi setelah keadaan
kaum muslim berubah hal itu tidak dilarang lagi. Demikian juga dengan
muzara’ah setelah perekonomian umat islam membaik maka Rasulullah

memperbolehkan praktek muzara’ah'®. Hal ini dapat dilihat dari praktek

B Departemen Agama Republik Indonesia, A/-Quran dan Terjemahannya, (Bandung: Penerbit
Diponegoro, 2005), 85.

** Muhammad ibn Isma‘il as-San‘ani, 1379, Subul as-Salim, tahqiq Muhammad ‘Abd al-
‘Aziz al-Khili. Cet. 4, (Beirtt: Dar Thya at-Turas al-‘Arabi, III), 79.
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muzara’ah pada masa Rasulullah dan para sahabat, Imam As-San’ani
mengutip perkataan Al-Khattabi bahwa Ibn ‘Abbas menalarkan makna dari
Hadis-hadis pengharaman praktek muzara’ah, lalu dia mengatakan bahwa
yang dimaksud dari hadis-hadis tersebut bukanlah pengharaman muzara’ah
dengan bagi hasil yang diperoleh, tapi yang dinginkan rasulullah adalah agar
orang-orang anshar membantu kaum muhajirin dengan memberikan sebagian

lahan mereka untuk saling membantu dan tolong menolong,

Al-Qardawi mengungkapkan dalam Al-halal wal-Haram Fil-Islam,
bahwa muzara’ah yang dilarang oleh rasulullah adalah yang mengandung
unsur penipuan dan ketidakjelasan yang membawa perselisihan antara
pemilik lahan dengan petani penggarap. Seperti lahan sebelah selatan nanti
menjadi bagian pemilik lahan sedangkan penggarap memperoleh dari lahan
sebelah utara, hal ini nantinya menjadi tidak jelas karena mungin lahan
selatan lebih menghasilkan dari lahan yang utara, sehingga pembagian hasil

menjadi tidak adil dan pada akhirnya memicu perselisihan antara kedua belah

pihak"

c. Akad muzara’ah seperti akad mudarabah, yaitu akad kerjasama antara

harta dan kerja, jadi hukumnya boleh.

*® Muhammad Yusuf Qardhawi, , AlI-Halal wa al-Hardm fi al-Islam, Alih bahasa: H. Mu'ammal
Hamidy , (Bandung :PT. Bina Ilmu, 1993)
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Para ahli figh menentukan unsur-unsur penting yang menyertai akad

muzara’ah, yaitu sebagai berikut :

1.

Rukun Muzara’ah

Rukun muzara’ahtediri dari empat unsur :

Pemilik lahan yaitu orang yang memiliki lahan yang nantinya

akan di garap oleh petani penggarap.

. Petani penggarap, yaitu orang yang menyediakan tenaga untuk

menggarap lahan .

Objek akad, yaitu manfaat ladang dan hasil kerja petani, apabila
bibit berasal dari petani maka objeknya adalah manfaat lahan dan
apabila bibitnya dari pemilik lahan maka objeknya adalah bagi

hasil dari kerja petani.

. Tjab dan Qabul, Contoh ijab qabul adalah” saya serahkan lahan

pertanian saya ini kepada engkau untuk dikelola, dan hasilnya
akan kita bagi berdua” kemudian petani penggarap menjawab “
saya terima lahan pertanian ini untuk saya kelola dengan imbalan
hasilnya dibagi dua” Jika hal ini terlaksana berarti akad ini telah

sah dan mengikat. Petani penggarap mempunyai kewajiban untuk
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mengelola lahan, pemilik lahan berkewajiban memberi imbalan

dari hasil kerja petani penggarap.
2. Syarat Muzara’ah
Adapun syarat-syarat muzaraah menyangkut,
a. Orang yang berakad
b. Benih yang ditanam
c. Lahan yang akan dikerjakan
d. Hasil yang akan dipanen
e. Objek akad dan
f. Jangka waktu berlakunya akad.'

Untuk orang yang melakukan akad diisyaratkan adalah orang yang
berakal, pendapat lain dari kalangan ulama golongan Hanafi
menambahkan salah satu atau keduanya bukan orang yang murtad.
Akan tetapi, Imam Abu Yusuf dan Muhammad Asy-Syaibani tidak

menyetujui syarat tambahan tersebut, karena menurut mereka akad

'® Hendi Suhendi, Figh Muamalah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 158.
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muzara’ah boleh dilakukan antara orang muslim dengan orang non-

muslim sekalipun dengan orang murtad.'’

Syarat yang menyangkut benih juga harus jelas, sehingga (sesuai
dengan kebiasaan tanah) benih itu harus jelas dan akan menghasilkan.

Sedangkan untuk syarat tanah adalah.

a. Menurut adat kalangan petani, lahan itu bisa dikelola dan
menghasilkan. Jika lahan tersebut adalah lahan tandus dan kering
sehingga tidak cocok untuk lahan pertanian, maka akad tersebut

tidak sah.
b. Batas-batas lahan tersebut jelas.

c. Lahan itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk dikelola,
apabila disyaratkan pemilik lahan ikut mengelola lahan maka akad

muzara’ah tidak sah.'®
Syarat yang menyangkut hasil panen adalah sebagai berikut :
a. Pembagian hasil panen masing-masing pihak harus jelas.

b. Hasil itu benar-benar milik bersama antara orang yang berakad,

tanpa ada pengkhususan.

v Masjfuk Zuhdi, 1997, Masail Fighiyah, cet. 10, (Jakarta: Toko Gunung Agung), 130.
18 .
Ibid, 131
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c. Pembagian hasil panen itu ditentukan setengah seperempat
sepertiga sejak dari awal akad. Sehingga tidak terjadi perselisihan

dikemudian hari.

d. Penentuannya tidak boleh berdasarkan jumlah secara mutlak,
misalnya sekarung, sekwintal untuk pekerja, karena kemungkinan
seluruh hasil panen jauh dibawah jumlah tersebut atau dapat juga

jauh melampaui jumlah itu.

Syarat yang menyangkut jangka waktu juga harus dijelaskan
dalam akad sejak semula, karena akad muzara’ah mengandung makna
akad ijarah dengan imbalan sebagai hasil panen. Oleh sebab itu jangka
waktu harus jelas, untuk menentukan jangka waktu itu tergantung

dengan adat kebiasaan.

Menurut Abdurahman Isa, mengenai hak dan kewajiban masing-
masing dari pemilik lahan dan petani penggarap bisa diatur sebaik-
baiknya berdasarkan musyawarah mufakat, baik menurut adat
kebiasaan maupun menurut perundang-undangan yang berlaku(kalau

ada).

3. Berakhirnya akad muzara’ah



Akad ini berakhir apabila'” :
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a. Jangka waktu yang disepakati berakhir, akan tetapi apabila jangka

waktunya habis sedangkan hasil pertanian belum layak panen,
maka akad itu tidak akan dibatalkan sampai panen dan hasilnya
dibagi menurut kesepakatan bersama diwaktu akad. Oleh sebab
itu, dalam menunggu masa panen tersebut petani berhak
mendapatkan upah minimal sesuai dengan kebiasaan didaerah
tersebut. Selanjutnya selama menunggu masa panen, biaya
tanaman seperti pupuk, biaya pemeliharaan dan pengairan
merupakan tanggung jawab bersama antara pemilik lahan dan
petani penggarap sesuai dengan persentase pembagian masing-

masing.

. Menurut golongan Hanafi dan hambali, apabila salah seorang
yang berakad wafat, maka akad Muzara’ah berakhir. Karena
mereka berpendapat bahwa akad ijarah tidak bisa diwariskan.
Akan tetapi ulama golongan Maliki dan ulama golongan Syafi’l
berpendapat bahwa akad muzara’ah itu dapat diwariskan. Oleh
sebab itu, akad muzara’ah tidak berakhir dengan wafatnya salah

satu pihak yang berakad.

'® Wahbah Zauhaili, Figh al Islam Wa ‘adillatubu, (Beirut: Dar al Fikr,t.t) 626.
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Adanya uzur salah satu pihak, baik dari pihak pemilik lahan
maupun petani penggarap, yang menyebabkan mereka tidak bisa ,

melanjutkan akad muzara’ah. Uzur dimaksud antara lain adalah:

1. Pemilik lahan terlilit hutang, sehingga lahan pertanian harus
dijual, karena tidak ada lagi harta lain yang dapat digunakan
untuk melunasi hutang tersebut. Pembatalan ini harus melalui
campur tangan hakim, akan tetapi apabila tanaman itu telah
berbuah tetapi belum layak panen, maka lahan itu tidak boleh

dijual sebelum panen.

2. Adanya uzur petani, seperti sakit atau harus melakukan
perjalan jauh sehingga dia tidak bisa melanjutkan

pekerjaannya.



